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FEEATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES]A
NOMOR 40 TAHLIN 20:9
TEMTANG
FELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRAS] KEFENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 20065
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDTIKAN

DEMNGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentwan  Pesal 10,

Pasal 13 ayal (4), Pasal 24 ayal (3], Pasal B2 avat [3),
Pasal 84 ayat {J), Pusal 85 ayat (2), dan Pasal 103
Undang-Undang  Momor 23 Tahun 2006 fentang
Adirunistrast Hependudukan schagalmana telah  dinkah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Ferubahan atas Undang-Undanpg Nemor 23 Tahun 2006
tenlang Administrasi Kependudukan, perlu menctapkan
Feraturun Pemenntah  teptang  Pelaksanaan Undang-
Undang MNemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependurdukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan alas
Undang-Undang  Nemor 23 Tahun 2006  tencang
Adminisiresi Kependudukan;

Mengingat . ..
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1. Pasal 5 ayal (2] Undang-Undang Basar MNegara
Republit Indonesia Tahun 1945,

2. Lnodang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 lentang

Adminisirast Kependudukan  [Lembaran Megara
Republik  Indonesia Tabun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lemboaran Negara  Republik  Indenesia
Nomor 4674} sebagaimana telah  divbah  dengan
Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2013  tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomoer 23 Tahun
2006 tentang Admuinistrasi Kependudukan (Lembaran
Wepara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332,
Tambahan Lembaran Nexara Repubklik Indonesia
MNomor 5473,

MEMLUTUSKAMN:

FERATURAN FEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG UNDANMG NOMOER 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRAST KEPENDUDUKAN SEBAGAIMAMA TELAH
DIBAH DENGAN UNDANCG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN
2013 TENTANG PERUTAHAN ATAS UNDANG-UNDAMNG
NOMOR 23 TaHUN 2006 TENTANG ADMINISTRAS]
KEFENDLU DU RKAN.

BABT

KETENTUAN LIM1UIM
Pazal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini vang dimabksud dengan:

1. Admimistras: . . .
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Administrasi  Kependudukan  adaloh ranpkatan
kematan penataan dan penertilan dalam penerbitan
tlukumen dan Data Kependudukan  elahii
pendaftaran Pencluduk, pencatatan aipil, pengelolaan
infurmasi Administrasi Kependudubkan SETLE,
pendayamunaan hasilnyy wntuk pelavanan publik dan

pembanzunan sektor lain.

Dala  Kependudukan  adalabh  data  perscorangan
danjatau data agrepat yange lerstrubktur schagat hasil
tlant kegiatan pondalftaran Penduduk dan pencatatan
s1pil.

Dala Prnibadl adalah data perseorangan ferteniy yang
disimpan, dirawal, dan  dijaga kebenaran  serta

dilindungl kerahasiaannys.

MNokumen Kependudukan adalabh dokumen resimi yvang
diterbitkan oleh DHnas Kependudukan dan Poncatatan
Sl Kabupaten/Keota yang  mempunvai Kekuslan
hulkwarn sebagar alat bukb autenok yang dihasilkan
dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan
Sipal.

Kartu Keluarge wang selanmjuinya disingkat KX adalah
kartyy identilas keloarga yvang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungen dalam keluarga, scrta

1dentitas anpenry keelErgs.

W AP o
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kartu Tanda Tenduduk Elekironik yang sclanjutnyva
disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk vang
dilengkapi  ©ip  yang merupakan  dentilas  resmi
Peocluduk sebagal buktt din yang dierbilkan olch
Dhnas Kependudukarn  ran FPrncatatan Sl

Kabupaten fKila.

Nomor Induk Kependudukan vang  sclargutnya
disingkat KIK adalah nomor identitas Pecnduduk vang
bersifat unik atau khas, tungeal, dan melekat pada

seseoranp yang lerdaftar scbagai Penduduk Indonesia.

Sistrm Informasi Administras] Kependudukan  yang
selanjutnys  disingkat ZIAK adalah sistem indoremast
vang  memanlfaatkan  teknologl informas dan
komunikasi untuk memiasilitasi pengelolaan iniormast
Administrasi Kependodukan di tngkat penyelenggara
dan Dinaz Kependuduksan dan  Pencatatan  Sipal

Kabupalen/Kota sebapal satu kesatuan.

Warga Negara Indoneszia vang selunjutnya disingkat
WHNI adalah arang bangsa Indenesia asll dan orang
bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang
sebagai WHE.

Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat

tinggal i Indonesia.

11. Penduduk . .
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Penduduk Pelintas Batas adualah WNL yang bertempat
Lingeal SECHT bUTUO-LETUCLLR di wilavah
kabupaten fkota vang berbatasan lanesune dengan
negara  tetangpa  yeng  melakukan  lintas  batas
antarnepara kKarens  kegiatan ckeononu. soszial, dan
budava vang diletapkan  berdasarkan  ketentuan

peraluran perundang-undangan,

Merlern  adalah mentenr yang menvelengparaloan

urusan pemerintahan dalam negeri.

Kementerian adalah kementorian vang

mmenyelenggaralcan urusan pernerimniahan dalam negeri.

[hnas Rependudukan dan Penecatatan Sipil Provinsi
adalah perangkal dacrah provinsi vang membidang

urusan Administrasl Kependudukan,

Dinas lepencduadulian than Pencatatan Sipil
Kabupaten / Kela adalah perangkat daerab
kabupaten/kola  selaku  instansi  pelaksana  vang

membidang: urussn Administras Kependudubkan.

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutsan Besar
Hepubhik  Indonesia, Konsulat  Jenderal Repubilik
Indenesia, dan kKonsulat Republik Indenesia i Juar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

i7. Dhie . L
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17. Unit Pelaksana Tekms Dinas Kepeondudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupalen/RKota, vang sclamjutnya
disebut LIPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelavanan arisan
Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamalan
vang berlecdudubken di bawah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sinil Kahupalen, Keta,

BAE Il

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN URLISAN
ADMINISTRASI KEPEMDUDUKAN

Bapian Kesalu

mum

Pazal 2

Uruzan Administrasi Kependudokan diselenpgarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Dacrah provinsi, dan Permerintah

Nacrah kabupaten/ kota,

{1

{21

Gagian khoedua

Pemernmiah

FPasal 3
Menteri  menvelenggarakan  orusan  Adminisirasi
Kependudukan secars nasional.
Dalam  menyelengearskan  urusan  Admimistrasi
Kependudukan sebaguimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri memiliki kewenangan melipar:

a. koordinasi o -,
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koordinasi antarinstanst dan antacdacscah;
PeEnetapan sistem, pedoman, dan standar;

{asilitast doun sosialisasi;

nemhnngaEn, pembimbingan, SULETVISE
pemantauan, evaluasi, dan konsullast;

pengclolaan dan peoyvajian Data Kependadukan
berskala nasinnal,

menycdiakan blangko KTP-«l bagl
kalmpaten kola;

menyzediakan blangke Dokumen Kepeondudukan
selain blangko KTF-ei rrelalun Dinas
Kependudulkan flan Pencatatan Sipil
habupaten/lota;

menvediakan blangko Cokumen Kependudulan
selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik
Trednne sia,

pemaniaatan damn perlindungan Data
Kependudukan dan Dokumen  Kependodukan,
dat

FCAEAW A EAL.

Fasal 4

mcnyelenggarakan  kewenanpswn  schapaimana

dimaksaurd dalurn Pasal 2 avat {2) bhucu! a, Menter

melakukan koordinas:

f. secara nasicirnal dengan melibatlkan

kementecnian/lembaga terkail, Pemerintah  Dacrah

provinz, den Pemenntah  Daerabh kabupatenfkola

serHra berkala;

b. antarsusunan . . .
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anarsusunan  pemerintahan wvang  letkail dengan
penyelenpgacaan Urisen Administrasi Kependudulan,
dan

dengan Perwakilan Republik Indonesia melalul menter
vang menvelenpggaraken  urasan  pemerintahan  di

Bideng hutaingan haar negerl.

Paszal &

Dalam menvelengparakan  kewenangan  sebapaimana

dimaksud dalamy Pasal 3 aval {2] huraf b, kMeotcri

mengatuar dan menerapkoan:

R

ba.

L.

penyelenpearaan S1AK;

pereneanydan, pelaksanaan, pemantauan, evalyast, dan
penpendalian;

perlindungan data Penduduk;

penpelrdaan dan pendistribusian blangko KT el
pemanizatan [Dhta  Kependudukan dan Dokumen
Fo:pendudukan;

perhindungan Data Pribadi Penduchak;

standar pelayanan;

standar dan spesifikasi furmoulic, buku, dan blangko;
standar dan apesifikasi perangkat perekaman Data
Kependudulan;

spesifikasi perangkat pembaca KT-cl;

standar kompetens: aparatar penyelengpgara Urligan

Administrast Kependudukan di dasrah

I sisfem , ..
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l.  mistem, proscdur, dan standar pelaksangan wrasan
Administrasi Kependudukan Twagi WHI i Juar wilayah
Mcgara Kesatuan Republhik Indoncsia;

m. pengawasan  dan evaluast  aparatur  penyelenggara
urusan fddminestrasi Kepondudukan di daerahe dan

M. peogawdsan  envclcnggaraan wusan Administrasi

Kepocndudukan.

Paaal ©

Dalam  menyelengearakan  kewenangan  sehagaimartta
dimaksgd  dalam Pasal 3 ayat (2) huew! ¢, Mentern
melakukan:
- fasilitast penvelengparaan wrusan Administrasi

Kependudukan:
k. sosialisast Admindstrasi Kependudukan;

kerja sama denxan pihak rerkair; dan

Lotanikasi, informast, dan edukas keparda pemanghku

kepentingan dan masvarakat.

Fazal 7
Balam  menyelenggarakan  kowenangan  sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 2 avat (2) hovwt o, Menlon:
4. melaksanakan pembinaan  penyelengpardsan urusan
Admmistraz Kependudukan meliputi;
1. menctapkan  stander kuulifikasi sumber  dava
manusia pelaksana Administrasi Kependudukan,
2. melaksanakan pernbinaan aparcswur penvelengpara

Admimustrasi Kependudubkan; dan

3. melaksanalan . ..
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g3, mclaksanakan pendakimerlasian UTLISAR
administrasi Kependudukan,

melaksanaken bimbingan  tcknis  dan pelatihan

metngenal Adrminisirayl Kependudukan,

rmclaksenakan supcrvist  penvelenggarasan  drusan

Adminisiraz Kependudukan,

mcmbenkan kensultasi  pelaksanaan  Administrasi

kependudulcan; dan

tnclaksanakan PCITIENEALIATL can ev ] L

penyelengearaan urusan Administrasi Kependudokan,

Pasal B

Dalam  menyelengparabsan kewenangan sebapaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat () hwuf e, Menier

el apkan:

H.

1)

tata cara pengelolaan Data  Kependudukan wang
bersifat data persectanygan, duta sgregat, dan Date
Inibadi di Permerintah, Pemcrintahh Daerab poovins,
dan Pemerintzh Daerah kabupaten/kota, dan

tata cars penyalan Data Kependudukan yang akural

tlan dapat dipertanggunpjawabkan.

Pasal 9
Dalam menyelengparakan  kewenangan  sebagaitnana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huraf g dan hucuf b,
Menter: menslapkan standar dan spezifikasi Dokamen
kepeniiudukan borupa:
a.  baoclata Penduduk;
t.  kK;

ooakia . ..
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i2.  akta pencatatan sipil,

d. karrtu identitas anak; flan

. surat keterangan kependudukan.

keentizan  Iebih lanjut mengenai  standar dan
spesiikast Dokumen Keopendudukan  selain Blangko
KTP-x] sebapaimana dimaksucl pada myvar (1) diatur

dalam Pecraturan Menteri.

FPasal 11
Dralam menyelengparakan kewenangan scbapgaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayal [2} hurof i Menteri
memberikan hal skses kepada pengpuna yang lerdin
atas:
a. kementeorian,
b. lembaga, dan
. badan hukuam Indonesia.
Fecmberian hak akses sebagaimana dimaksud parda
ayat (1} memperhimbangkan aspek perhindangan data
PETSCUrangAn dan keanlanan negara.
Permnberian hak akses sebapaimany dimaksud pada
ayal {1] dipunakan untuk pemmanfEatan:
A, Data Kependudukan; dan
b, KTP-el
ketenowan lebih Janjul menpenai tata cara pembetrian
hak akscs dan permanfaatan Cata Kependudukan idan
WTP-el cleh kementenan/lembaga serta badan hukum

Indonesia diatur dalam Poraturan Merleri.

15} Pemanlaatan . .
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Prmanfaatan Dara Kependudukan dan KTP-ol oleh
Padan bhukum  Indonesia dilakukan scsual dengan
ketentuan  peraturan porundang-undangan dan
dilak=anakan berdasarkan perjamian kerja sama.

Menten berhak mendapsatkan dala balikan selelah hak
akses  diberikan  kepada pengpuna dan/stan
dirmanfaalkan vleh pengepunsa sebagmimana dimaksod

pada ayar [1).

Bagian Ketiga

Femennitah Daerah Prosins

Parapraf 1

Crubernur

Pazal 11

Gubcrnuwr  menvelenggarakan  wemisan  Adminisirast
Kependudukan di daerab provins,
Dalam  menyvelenpparakan urusan Administrasi
Rependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat [1),
gubicrnur memmiliki kewenangan melipuaci:
a. koordmast penyclenggaraan urusan Adeoimislrasi

Kependudukan;
b.  pembernan bimbingan, supervist, dan konsultasi;
c.  pembinaan  dan  sosialisasi | penyelenpessrasn

mrusan Administrasi Kependudulboan;

d. penyanan . ..
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. penvajen Dala Kepeondudukan berskala provinsi
yang berasal dan Data Kependudukan vang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan uleh
Kementerian; dan

e.  koordinasi penpawasan  alas  penyvelenEgardan

urugan Administrasi Kepencdiddukan,

Pazal 12
Dalam menvelenggarakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal |1 avat (2) hural a, gubernur
melakukan koordinasi
a. antarlcmbaga Pemerintabs dan lemlmgs oon-
Pemerintah: dan
b. antarkabupaten/kola mengenal penvelenggaraan
urusan Administrast Kependudukan.
Ruoordinasi scbagaimana dimaksud pada aval (1]
herkaltan  dengan perencanaan, pengorganisasan,
pelaksanaan,  dan  pengawasan penyelenpgaraan

uruzsan Admirustras Kependudukan.

Poasal 13

Dulam  menyclenggarakan kewenangan  sebapgaimans

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hurai' b, pubernur:

a.

melaksanakan binbingan tekois piendaftaran
Fendudulk:, pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi
Administrasi  Kependudukan, dan  pendayagunaan

Data Kependudukan,

b melaksanakan . . .
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melaksanakan  supervisi kegiartan  verifkAsit dan
validasi Date  kependudukan  scorta supcrvisi
penyelengparaan urllsan Administrast Kependuduokan:
cdan

membenkan konsultasi pelaksanaan LIrsaT

Administrasi Kependudukan.

Fasal 14

Dalam menyelenggarakan kewenangan schapaimana

dirmaksud dalarm Pasal 1] ayat (2} huraf ¢, gubernur

melaksanakan:

a.  somahsas antannstans lembaga Pemenntah dan
lembaga non-Pomcrintah:

L. fasilitasi pemanfaatan Data Kependuodukan dan
Dokumecn  Kependudukan  denpgan perangkat
daerah provinsi dan badan hukum Indonesia yang
memberikan pelavanan publik yvang tidak memiliki
hubungan vertikal dengan lembaga pengglios d
tingkar pusat;

<. kerja sama dengan organizasi kemasyarakatan
dan perpuran toggi;

d.  somalisssi  klen layanan masyarakat  melalui
tterliz cetak dan elekeronik; dan

. komunika=, nfermasi, dan  eduokazm kepadw
pemargku kepentinean dan masyarakat.

Kewenangan sebapaimana dimaksud pacda  avar (1]

hundl b dan hurul ¢ dilsksanakan sesual dengan

ketenfuan peraturan perundang undangan.

Pazal 15, ..
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Faszal 1o
Dulam menyelenggarakan  kewenangan  sebapaimmana
dimaksud dalam Pasal 11 avat {2] homal d, pgubermur
melakukan:
a. pcngelolaan Data Kependudukan vuang bersilac data
persecrangan, data agregal, dan Chata Pribadi; dan
b. penvapan Date Kependoudukan vang akuarat dan dapat
dipertanpging awablkan,

Prarapral 2
Dhinas Keperdudilkan dan Poneatatan Sipil Mrovinsi

Pusal 16
{1] Untuk  twenyelenggarskan arasan Administrasi
Kependucdhukan i proOvinsi dibentuk Dinas

Eependudukan dan Pencatatan Syl Provinsd.
2] Pembentukan Dmas kependudukan den Pencalwtan
Jipil Provins! sebagaimana ditmaksud pada avar (1)

diatur dengan Peraturan Decrah Provinsi,

Paxal 17

Dalam menyelenggarakarn LrLIsEn Administrasi
hependudukan i provigsi, Dinaz Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil Provins melaksanakan:

a. koordinazi  antwerkembags Pernerintah dan lembaga
twoti-Perieriniah di provinst dan amtarkabupaienf kata

secara berkala;

b. prenyusunan ...
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penvusunan tata cara perencanaan,  pelaksanaan,
pomantagan, evalges, dan pengendalian urusan

Admmisirast Kependudukan di provinsn,

Penyusunan tata Cara pengelolaan Data
Lependudukan yvang bersifat data perseorangan, datla
agregat, dan Deta Fribadi i provinsl dan
kabupaten kot

fasilitasi  peovelenggaraan wusan Administrasi

Kepenoadukan;
penyclengegaraan pemanfaatan Data Kependudulaac,

soslallsasl  penvelenggaraan utysan  fulminislrast
Kependudukan;

kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
pErguenEn oinggl;

komunikast, informasy, dan edukast kepada pemanglo
kepentingan dan masyarakal,

peinbinaan  penyelenpparen Jurussn Administrast
Kependudukan, fermasuk pembinaan
pendokumenrasian prnvelcngearaan LIUBAT
Administcas kependoudukan;

iminngan lekois pendaftaran Penduduk, pencatatan
sipil, pengclolaan  mformasi kependudukan,  dan
pendayagunoaan Data Kependoudukan;

suUpervisl  kcplatan verifikasi dan validdasi Dala
Kependudukan  serta penvelenggaraan urusamn
Administras: Kependudukan,

pemantauan dan evaluasi  penyelenggaraan wnasan
Administras) Kependudukan;

m. pemberian . ..
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pemberian  konaultasi  penvelenpgeEradan UTLsEEn
Adminisirass Kepernlwdokan;
prnyayian Data Kependudukan vang akurat dan dapat
dipertanpeungawabkan; dan
pengawasan  peavclenggaraan  wiusan  Adiennnsdras

Kependudulan,

Rapian Kecmpat
Pemenntah Dacrah Kabupaten/Kota

Paragral 1
Bupari/Wali Kofa

Pasal 18
Bupralifwali kotn menyelenggarakan uiasat
Administrasi Kependudukan i daerah
kabupaten / kota,
Dalam menvelengparakan  arysan Administrasi

Kependudukan sebspaimana dimaksud pada ovat (1),

lraprsta/wali kola memibkl kewenanpan meliputi:

a.  koordinasi penyclongzaraan wruzan Admunmisiras
Eependudukan;

b. pembontukan Dinas Kepencdhudulkan than
Pencatatan Sipil Kalvapaten [/ Kala;

€. prngaturan  telinis  peoyelenpgargan urusan
administrasi  Kependudukan  sesuni denpan
kerentuan peratucan perundaneg-undangan;

d. pembinaan dan  sosialivssi penvelenggaraan

urusan Administrasi Kependudukan;

£. polaksanaan . . .
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c. pelaksanaan keplatan pelavanan thasyaralot di
bidang Adminisirasi Kependudakan;

f.  penugasan kepada dess atau yang disebut dengan
namA  lain untuk  menvelenggarakan  sebagian
urusan Administrast Kepondudukan:

¥. PENYAjAn Data Kependudukan bershala
kabupaten/kota yang  berasal dari [hata
kependudukan yang lelah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementeran; dan

h.  koorndingst  pengawasan  atas  penyelenpparaan

wrusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan kewenangun sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2] hural a, bupati/fwali
kota  melalakan keordinasi  denpan lembapa
Pemerintah dan lemtaaps non-Pemernintah.

Foordinasi  sebagsimana  dimaksud pada  avat  [1}
Lerkaitan denpan aspel-: PEFETICATIHETL,
pengorganisasian, pelaksanaan, cdan  penpawasan

penrelenggaraan urusan Adminisirasi Kependudukan.

Pasal 20

Dalam  menyelenggarakan  kewenanegan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 aval {2] hurul c, bupati/wali

kola menetapkan petunjuk leknis penyclenpgaraan urusan

Adminustras Kependudukan denpgan Peraturan Bupati} Walj

Kola,

Fasal 21 . ..



(1]

<]

A%

-~
-
T

PRECSIDEM
REFPUBLI |MNODMESIA

- 149 -

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan kewenangan  sehagaimuana

dunaksud dalam Pazal 18 avar (2] haral d, bupati fwali

Lota melaksanakan:

.

kourdimast antarlembagza Pemenntah dan lembaga

non-Pemerintah;

fasilitasi pemanibsatan Nala Kependudukan dan
Dubkturne kependudukan melialas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota  kepads perangkat dacrah
kabupaten/kota  duan badan hukum  lndonesia
yang memberikan pelayanan publik yange fidak
memilikl hubungan vertikal dengan pengguna di

tingkatl puaszal;
keje sama dengan organisasi kemasyarakatan
dan perguruan tingg,

pembuatan  iklan  fayanan masyarakar melalui

thedia cetak don clektronik; dan

koinunikaz, informasi, dan  edukasi kepada

pemangku kepentingan dan masyarakal,

Kewenangan sebagaimana  dimaksud  pads ayat (1)

hurml b dan huruf ¢ dilaksunaksn sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fazal 22 . _ .
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Bupah fwall kotan melaksanokan  kewenangan  kepiatan
pelayanan masyarakat di bricleaang Addminislraal
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat [2) humil & secara lerus menerus, cepat, repat, muadah,

dan tidak memunglit hiaya dan Penduoduk.

Pasal 23

(17 Pelaksanaan kewenangan penugaszan kepada desa ataug
VALE discbut denpgan TLATIIH lain untuk
menyelenggarakan sebagian wrasan  Administrasi
Iependudulran sebognimana dimaksud dalam Pasal 18
ayal (2] hurofl [ sesusi dengan ketontuan peracaran

perundang-undangan.

(2} ketenluan lebih lanut mengenai penugasan kepads
desa atau vang disebut dengan nama lain untok
menyclenggarakan  sebagian urusan Administras)
Kependudukan diatur denpgan Peraturan Bupati ) Wali

Krta.

Pazal 24
NDalan menvelenggarakan kewenaogan  schagaimana
dimakeaud dalam Pazal 18 ayat [2] huruf g, bupati/wali kota
melakukan:
a, ponpeclelaan Data Kepeodudukan yang bersifat data
persearangan, data agregar, dan NData Pribadi; dan
b.  penyanan Data Kependudukan yang akurat dan dapat
tliperiangpungjawabloan.

Faragrald . _.
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Faragral 2
Mhnas Kcpendudukan dan Pencatatan Sipl

kabupaten f Kota

Pusal 25

(1} Untuk  meonyelenggsrakan urusan Administrasi
Kependudulcan di kabypatenkeis  dibentuk Dhnas
Kependudulan dan Pencatatan Sipil Kabwupaten/ Kota,

(2} Fembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatian
Sipll KabupatenfKota sebagaimana dimaksud  pada
syat (1} udak dapat digabuang dengan urusan
pemenintahan lainnva,

[3] Pembentukan [Mnas kepondudukan dan Pencatatan
Sipil Kahupaten/ Kia dislur dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Dralam menvelengparakan LIr %A Acltrinist rasd

Keprndudukan, Dinas Kepondudukan dan Pencalalan 3ipil

kabupaten/Kota melaksanakan:

2.  koordinasi  dengan  kantor  kementerian  vanpg
menyelenpparakan urusan  pemerintahan di edang
agama kabupaten/kota dan pengadilan zpama vang
berkattan dengan poncotatan mbkah, ralsk, cersi, dan

rujuk bagi Penducduk yang beragama 1slamy:

I koordinasl . ..
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kootdinas Jdenpan kantor kementenan  yang
rmenyelengearakan urusan pemerinaban die hidang
agama kabupaten/kota dalam wemelihara hubungan
timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada
instanzl vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan
Fencatatan Sipnl Kabwpaten [ Kota;

kooedinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga
ten-Pemerinlah di kabupaten/kota dalam peneriiban
prlayanan Admuistrasi Kependudukan;

pETYUsUnan  tata cara  pecencanddsn, polaksnnaon,
pemantauan, evaluasi.,  dan pengendalian urusan
Administrasi Kepandudubkan di kabuapaten / kota,
pengadaan blangke Dokumen Kependodiutksn selain
blangkn KTP-cl, formualic, dan buky uniyk pelayanan
pendallaran Penduduk dan pencaralan sipil scsoat
dengan kebutuhan:

pengelolaan dan pelaporan penpgunaan blanglko
Dolkumen Kependudukan, lormuliy, dan buku untuk
pelayanan pendafllaran Ponduduk dan pencatatan sipil;
rembinaan, pembimbingan, dan supervisi lechadap
pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Siml Kabupaten/Kola, termasuk meominta
lapuran pelaksanaan tipas UPT Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupolen, Kota yang berkailan
dengan pelayanan Pencataran Sipil;

pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terbadanp
perugazan kepads desw atan yang disebut dengan
nama lain;:

i. pelayanan . . .
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pelayonun secara akitd  pendaltaran perstiss

kependudukan dan pencatatarn perislisa penting,;

penerimaan dan permintaan Data Kependicdukan dan

Perwakilan Repablik Indonesia melalui Menteri;

lasilitast  penvelenggaraen urusan  Administrasi

kKependudulan,
penvelenpgaraan pemanlxaian Data kependoudukan;,

ss1AlIsE s penvelenggaraan  urusan Administrasi

Kependudukan,

kerja sama dengan orpanizas kemasvarakatan dan
pErpurnat 1inpei;
komumkasi, informasi, dan fdukas kepada pemangku

kepentingan dan masyarakat;

penvaian Data Kependudukan yanp akurat dan dapar

thperianggungjawabkan,

supervisl bersamy dengan kantor kementerian yang
menyelenggarakan urusan permenntahan di bidanp
agama  kabupalen/kows  dan pengadilan agama
mengenal pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk bap Penduduk yong berapama [slam dalam

rangka pembangunan Basis Dala Kependudakan: dan

pengawasan  penvelenggaradn  wrusan  Adminisirasi

Kependudukan,

Paragralt 3 . .
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Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudulean dan

Pencatatan Sipl] Habupaten, kota

Pasal 27

Untuk  menvelenpgarakan urasan Administrasi

Kependudukan di kecamatan secara ofektid dan ehisicn

dapat  dibentule TIPT Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.

Fembentukan UPT  Dinas Kependudukan  dan

Pencatatan Sipill Kabupaten/kota  diprioritasksn i

kecatnatan:

d.  dengan kondisi geogralis terpenoil, sulil dijangkag
transportasi umum, dan sangat terbatas akses
pclavanan publik;

b. dengan kepatatan aiag mobilitas Penduduls tingm
alal melebihl angha normal rasio kepadalan atau
mobilitas Penduduk  sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

., YAng memerlukan eleklivilas prmcliiuhan
kebutuhan pelayansan masyarakat.

UPT DMnas Kepocodudukan dan  Pencatatan  Sipil

labuparen/Kola selagaimana dimaksud pada ayar [}

berada di bawah dan bertanpgunpe jawab  kepada
kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil

Kabuparen Keda.

kerenlilan lekih lamjut mengeoal UPT Dhipos

Kependudukan dan Pencalstlan Sipil Kabupaten, Kota

diatur dalam Feraturan Menter.

Cugian Kelima . . .
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Eapian Kchima

Ferwakilan Eepublik Indonesia

Pasal 24

FPenyelenggaraan Arusan Administrast Kependudukan
bapi WHNI di luar wilavah MNogara Kesatuan Republik
Indoncsia  dilaksanakan oleh  Perwalkilan Republik
Indoncsia.

Penyelenpgaraan wusaty Adminisitast Kependudukan
di  Perwakilan ERepublik  Indlonesia sebagaimana
dirmaksud pada aval (1} dilaksanakan olch pejabat

Fungesinna] diplomat,

Pelaksanasn  wrusan  Admunistrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada aval (2) harus sesual
dengan  sistem dan  staoclar vang ditctapkan olch

Menteri.

Menteti  dalam  pelaksanaan pembinaan  aparatur
penyelenggara urusan Administrasi Kependuodakan
bagi WK1 di luar Negora Kezatuan Republik Indonesia
schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huril » angka =2
berkoordinasi dengan menten vang menyclenpearakan

urusan pemerintahan i ndang hubungan luar negeri

Menteri yang menyelenpparskan urusan pemerintahan
di bidang hubungan tuwar negeri menyediakan sarana
dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan urusan
Administrasi Kependudakan bagi WNI di luar wilavah

Megara Kesatuan Eepublik Indoncsia

FPasal 29 . _ .
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Pasal 29
Eetentuan  mengenal polaksanaan urusan Adminisorasi
Eependudukan di negara atau wilayab vang hdak recdapat
Perwakilan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan
Menteri yang menvelengearakan urusan pemerintaban di

hidang hubungan luar negeri.

BaB I

NOMOR INDUK KEPENDULDUKAN DAY DOKIUIMEN
IDENTITAS LATNMYA

Bagian Kesatil

Nomar Tnduk Kependudukan

Pasal 30
(1} NIK schagan nomor identitas tunpeal digunakan uonluk
sermua urusan pelayanan publil.
(2) MIK berlaku seumur hidup dun selamanya, tidak
Berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
[ Kelentuan lebih lanput mengenar pernegunaan NIK

diatur dalam Peraturan Menten.

Fasal 31
(1} NIK tecdird dari 16 {cnam belas) digit Tendir alas
. b jcnam] digit pertema merupakan kode wilayah
provinsi, kabupaten;kots, daun kecamatan tempat

limgeal pada saal inendallar;

b. & [enam) . ..
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b, o fenam) digit kedus merupakan tangeal, bulan,
dart 1lahun kelashiran dan khusus untuk
perempuan tanpgal lahirnyva ditambab angla 44,
dan

. 4 fempat) digit terakhy merapakan nomor
penerbitan NWIK yvanp diproses secard  olomatis
dengan SIAK.

Posisi 16 [enam belas) digil sebagaimana dimoksud

pada avaf (1] diletakkan secara mondatar.

NIK sebagqimana dimaksud pada ayat (1) ditecbhitlean

uleh Dinas  Kependudukan dan Peocatslan Sipil

Kabupaten/Kota.

MIK sebagaitoana dimaksgd pada ayat (3 diccrbitkan

setelah  dilaktikan  pencatatan  biodata  Penduduk

Sehagal dlasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Bipld Kalbupaten Kota

rempat domisile WelL

FPencrbitan NWIK bapl bavi vang lahir 4i luar wilayah

sdministrasi domisili dilakukan setelsh  pencatatan

bicdata DPenduduk pada Dinas Kependudukuan dan

Fencatatan Hipil Kabupaten/Kota tempat dormasili

crang Fuanya.

Penreatatan hidata Penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayal [4) dan ayvat (3 dilaksanakan sesual denpan

Letenruan peraturan perundang undangan.

Eetentuan lebih lanjut mengenai a1a cara penerbitan

NIK sebagaimana dimaksud pads ayat (1) sampai

tlengan avat (S diatar dalam Peratacan Menteri,

Pasal 32 . ..
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Pasgal 32

Untuk WHNI di luar wilayaby Negara Kesatuan Republik

Indonesta  yanp  belum memiliki nomor  dentitas

lunggal  waplh melapor ke Perwakilan Repulilik

Irclotiesia,

Nomor identitas tunggal sebagaimana dimaksad pada

ayat [1) dipcrsamakan dengan Nk,

NIk sebaganmana dinaksuwd pady ayar (2) terdiri atas:

a. 0 {enam) digil perlama merapakan kode wilayah,
vang terdin alas 2 (dua) digit anglea %9 {zembilan
pulub sembilan), 3 {liza} digit kede nepara, dan
L {satu) digit kede Perwalalan Repulbdik Indoncsia;

L. & fenam) digit kedua meripakan Lanpgal, bulan,
dan  tahun  kelabiran dan  khusus  untok
perempian langpal lahirnya ditambah anpka 44,
dan

. 4 [empal} digit terakhir meropakan nomor oot
penerbitan NIK vang diproses sccara  otomatis

dengan SlAK.

Posisl 16 {enam lelas) digil sebapaimana dimaksurl

pada avat [3) diletakkan secara mendatar.

NIK sebagaimeana dimaksud pada avac (3] diberikan
clehh  Pemerintah duan diterbitkan  olebh Perwakilan

Republik hdonesia.

NIk sebagaimans dimaksud pada avat (5] diterbilkan
setelah  chlakukan  pencatatan bioddata Penduduk

sebapgal dasar penerbitan surat perobenilabuan NI

() Percalatan
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(T} Pencatatan buwlaia Penduduk sebapaimana dimalkaued
pada ayat {6] dilaksanakan scsuol dengan ketentuan

peraturan perundang-undangarn.

(5] RKelenluan lebih lanjut mengenai tata cara penerhitan
NIK schapaimana dimaksud pada syat (1) sampai
dengan ayat () distur dalam Peraturan Menteri, yang
ditetapkan sefelah dikcordinasikan dengan
komenterian FADE menvelenggarakan LICALSET]

peroerintahan di hidang hubungan luar negeri.

Fazal 33

Dalam hal MK wvang tercantum pada KTP-el berbeda
dengan NIK yang tercantum pada Dobumen Kependudulean
dan/atau dokumen dentilas lainnya vang diterbitlkcan oleh
kementerian/ lembaga  ataly hadan hukum  [odonesia,

berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

Eapian Kedua

Dokumen ldentitas Lainngs

Pazal 34
{1] Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh
kermentenan/lembagza atau badan hukam lndoncsia
wajib mmencantumkan 1K,
(21 NIK dicantumkan pada kolom khusas yaog discdiakan
pada  setisp dokamen  wdentilas lamnya vaong

diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat |1).

(3} Trokumen . . .
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Dokutnen  wdeniitas lainnya scbagaimana  dimaksacl
pada ayat (1 melipiiti dekumen identitas diri dan bukti
kepermilikan.

BaB IV

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KHUSUS

Pasal 25
KT¥-el khusus dibenikan kepada potugas khusus vang
mclakukan tugas keamanan negara.
Fetugas khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdirl atas potugas reserse dan pelupgas intelijon.
kTP-¢] khusus schagaimana dimaksud pada mvat (1)
diberilian untuk  meclindungi. dan FTIE T ST
kerahasisan  identitas  petugas  khusus  selama
menjalankan igas keamanan negara.
Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara penerbican

ETP-cl khusus diatur dalam Peraturan Menieri.

BADR V
PENDAFTARAN PENDUDUK PELINTAS BATAS

Masal 36
Fenduduk Pelintas Batas diberi buliu pas pelinlas
batas oleh kantor wmigrasi i wilwrah  perbatazan
seslal  dengan  kelentuan  peraluran perundang-

undangan.

2] Buku . ..



i2]

(%)

[

PHE S ILEM
REFUBLIFK 1MDOMESIA

- 31 -

Buku pas pelintas batas scbagaimana dunalksud pada
avat (1) menjadi dasar pendaftaran Penduduk Pelintas
Baras oleh pejabal/petugas pendaltaran Dinas
Kependudulkan den Pencalatan Sipill Kabupaten/ Kota.
Fejabat/petugas pendaftaran Penduduk Pelintas Batos
Diras  HKependudukan  dan Penceialan sipul
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada avat (2]
ditelapkan olch bupartyy wal kota.

Frjabal) perugas pendalaran Penduduk Pelintas Balay
sehagamena pada  avat  [2} berledudukan )

kantor/ pos lintas bafas selempat.

Pazal 37

Fendaftaran Penduduk Pelintas Batas dilakukan denpan

kctentuan:

a.

pejabat; petugas pendaflaran Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkoordinasi
denpan kantor umigrasi di wilayah perbatasan untuk
mendata Penduduk Pelintas Batas vang lelah memiliki
Lulbol pas limas baras;

Dinas Kependudukan dan Foncatalan Sipil
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan  validzs
data Penduduk Pelinlas Batas; dan

pejabat/pelugas pendaftaran  Dinas  Kependudukan
dan Pencalatan  Sipil Kabupaten;Kura  inelakukan
pencatatann  delamm buka  pendaltaran Peneduduke

Felintas Batas.

Fasal 38 . . .
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Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaltaran Penduduk
Pelinlas  Balas diatur dalam Peraturan Menderi yang
ditetapkan setelah dikoeordimasikan dengan kementerian
yang menyelengegarakan urasan pemerintahan di bidang
hukum,

Bag VI
TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAG
FENGHAYAL KEPERCAYAAN TERHADAFP
TUHAN YANG MAIA ESA

Frazal 30

(1) Perkawinan peonghayal kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dilakokan di hadapan  pemukes
pcnghavat  kepercavasn  terhadap Tuban Yanw
Maha Esa.

(2} Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
blaha Esa sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)
ditmijuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayal
kepercavaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

[3) Crganisasi  dan pemuka  penphavarl  kepercoyaasn
Lterbadap  Tubhan Yang Maha Esa  sebagaimana
dimalkesud  pada ayar () terdaftar pada kementerian
vang Indang  tugasnyn  secara tekms membina
nrpAanisayl  ponghayat kepercavaan lerhoadap Tulan
Yanpg Mahua Esa,

(4] Pemuka penghayat kepercavaan techadap Tuhan Yang
Maha Esa scbagsimana dimaksud pada aval {1
mengisi  dan menandatangani surat perlawinan
penghavat  kepercayaan  terhadap  Tuhan Vang
Mahn Esa.

*asal 40 . . .
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Fazal 30

Pencataran  perkawinan penehayat kepercavaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esu dilakukan di Dinas

Eependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kaotg

ata LPT Dhnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Eabupaten/Kota paling lambat 60 {enam puluhl han

setelah  dilakukan  perkawinan  dihasdapan  pemuka

penghayat kepercavaan lerhadap Tuhan Yang Maha

Esa.

Pencatatan  perkawinan  pengharat  kepercayaan

terhatdap  Tuhan Yang Moha Esa  sebagamana

tdimaksud pada avat {1 dilakukan denpan ketenluan:

m  Prjabat Pencatatan Sipil pada Dimas
Kependudukan damn Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan
dan Pencalalan Sipd Kabupaten/kKola
membeakan  Jformulic pencatatan perkawinan
kepada pasangan suarm istes,

.  pasangan suamy istri mengisi formulir pencatatan
perkawinan dan menyershkannya kepada pejabat
Fencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el
untuk  dilakukan  pembacaan menpgunakan
perangkal  pembaca KTPel dan  melampirkan
diakoumen:

1. surat perkawinan  penghayval  kepercoayaon
lerhadap Tuhan Yang Meha Esa denpgan
menunjukkan aslinya;

2. paafolo suamo dan istei

3. akta . .
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3.  akea kelahiran; dan
4. dokumen  perjelanan aar peesTl sudmil
dan alan isir gt orang asing
Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verilikasi dan
validast rterhadap data yang tercantum dalam
formulir pencatatan  perkawinan daon dokumen
vang dilampirkan;
bercdlasarkan kelengkapan dan kescsualan data
ha=il  wvenhkasi  dan validast  sebapaimana
dimaksud pada huraf ¢, pejabatl Pencatatan Sipil
mencatat pada register akita  perkawinan  dun
menerbitkan kubipan akta perkawinarn; dar
lutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksad
pada huruf d diberikan maging-masing kepada

suac Jdaoy il

BAB VII

S[3TEM [NFORMASI ADMINISTRASI KEPENTILUTILURAN

Fasal 41

1) S1AK ditctapkan dan dikembangkan oleh Menteri,

(4] S1AK bertujuan untuak:

d.

meningkatkun  kualitas  pelayanan  pendafiaran
Panduduk dan pencatalan sipil;

menyediakan data Jdan informasi skala nasional
dan daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk
dan pencatatan sipil vang akworat, lengkap, dan

mutakhir; dan

c. mewujudkan ..



{3

(4]

HRESILERM
FREPUBLIF, I1MNDOMESIA

- 35 -

¢,  mewwjudkan  pertukaran data secsra sislemmik
melalu sistem pengenal tunggal cdengan tctap
menjamin kerahasiaan data.

SIAK merupokan satu kesatuan rangkalan propgram

Yang melipatonsur:

B.  hasis data;

. peranpkat teknolegi informasi dan kormmunikasi;
sumbcr daya manusia;

C
d. pembern dan pemegang hak aksos;

e inkasi busis data;

I. pengelolasn basis data,
g. pemeliharaan basis data;
h. pongamanan baszis data;

priigawasan baxis dal=;

1. perongkat pendukung;

k. tempat pelavanan;

L. plaal data;

tr.  Jald cadanean;

n.  pusat data cadangan; dan

o. Jaringan komunikasi datas.

Dralam hal unsur SIAK sebayaimana dimaksod pada
ayar (3] memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan
sesual  Jepgan  kelentuan peraturan perandang-
undangan  yang  Mongatalr  menpenal  pengadaan

barang/ jasa pemerintah,

Pasal 12

Bazis dailn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 avat (3)

Ihuaruf a tercirn atas;

a. basis . ..
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basis data pada Kementerian meliputi basis dara yang
tersumber dan selurnh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil kKabupaten/Kata  dan kerenlerian
vang menyelengearalkan uarusan  permerintabhan o
bidang bk ngan llEr neger;

bkasis data pada Dinas Kependudukan dan Pencalalan
aipal Poovinsi hersumbwer dar kementerian; dan

basis data berada pada Dines Kepeodudukan dan
Penvalalan Sipil kabupaten/ Kota,

Pasal 43

Ferangkat teknologi informasi dan komunikasi
stbhagaimana  dimaksud dalam Paszal 41 avar (3
borul b adisedhiakan wuntuk  mengakomodasi
poenyclenggaraan  pelayanan urusan Admimislrasi
keperncludiudean yang  dilakukan  sccara  manaal
atau daring.

Pernyelengegaraan pelavanan wusan Adminiscas
Kependudukan secars manual hanya dapat dilakukan
olch  Dinas  HKependudukan  dan Pencalalan  Sipil
Kalwipatenf Koty bagl wilayah tercentu yang mermmbiki

keterbatasan lasilitas koroumikasi Jdaia.

Posal 44

Sumber dava manusia sebagaimana  dimaksud  dalam

Fazal 41 ayar (3} huru! ¢ melipnii sumber daya manusia

vang melaksanakan:

A,
k.

pelayanan mpuat dala,

penerbitan dokumen;

L, pengeloldan . ..
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pengelolaan data dan inforomas,

pembanpunan dan pengembangan sistem,
pengelolaan pusat dala dan plsal dals cadangan;
pengelolaan jaringan komunikasi; dan

tasilitasi pemanfaatan data.

Pasal 15

Lukasi basis dara sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 41

ayat 3] huruf ¢ meliputi:

i,

.

el

unit kerja yang membidangi urusan  Adminmistraal
Eependudukan dan Pencatatan Sipil pads Kementerian
dan/atau tcmpat lain yang telah dientukan oleh
Mentern;

Dhnas Kependudukan dan Pencaratan Sinil Provinsi;
Dinas Kependudukan dan Frencalalarn Sipil
Kabupaten ! Kota; dan

kementenan TATE menyelenggarakan LUTLy5an

pemerintahan di bidang hubungan lyar negeri.

Fasal 46

Pecngelolaan basis data sebapaimana  dimaksud dalam

Fazal 41 avat (3] huruf 1 melipa:

H.

perckaman  data  pendalaren Penduduk  dan
pencalalan sipll ke dalam basis Data Kependuchikan;
pengeonsolidasian data  pendalaran Pendwdok  dan
pencatatan sipil,

penvajian dara sebagai informasi Data Kependudulkan;
dan

d. pendistnobusian . ..
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pendisteilbiisian dula uniuk kepenlinpan perumusan

kcbnpakan di bidang pernerincahan dan pembangunan,

Pasul 47
Pemeliharaan, pengamanan, dan penpawasan basis
data sebapaimana dJdimaksod dalam Pasal 41 avat (3)
huraf g, hurol h, dan bhurl 1 dilakukan olch
Petnerintah,  Pemerintah Dacrah provins,  dan

Femerintah Daerah kabupaten) koly,

Pemmeliharaan, peonpamanan, dan  pengawasan Lasis
data sebaganmana dimaksid padua avat (1) meliputi
pemelihardaan, pongamanan, dan pengawasan  ddata
dalam hasis dala, peranghkal keras, perangkat lunak,
jaringan komuniliass data, pusal dale, data cadangan,

dan pusat data cadangan.

Pasal 48

Ferangkat pendukung sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 41 ayat (3} buraf | disediakan untuk menjamin

keberlangsutipan Nungsi STAK,

{1]

Fasal 49
Tempal pelayvanan  sebagsimana  dimaleud  dalam
FPasal 41 ayat 3] huruf kK merupakan ruang untuk
input data dan pelayanan Data Kependudukan den
Dokurmen Kependuodukan.

2] Tempat . . .
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(2) Tempat pelavanan ata Kependudukan berada pada
Kementerman, Dinas Kependudubkan dan Pencatatan
Sl Provinst, Dinas Kependudukan dan Pencataran
Sipll Kabupaten/kota, dan  Perwakilan  Republik
Indonesia;

[}] Tempal pelayanan Dokumen Kependuduban berads
pada Dimas HKependudukan «dun Pencatulan  Sipil
Kabupaten/Keta dan Perwalkilan Republik [ndoncsia.

Fasal S0
PLisad dula sebapaimana dinmaksod dalam Pasal 41 ayal [3)
huruf | berada pada Kementerian, Dinas Kependudukan
dan Pencatatat Sip] Provinsi, dan Dings Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupalen/kota.

FPasal 51
(1} Data cadangan dan pusal data cadangan scbagaimana
ditnaksud dalam Pasal 41 avat (3) hural tmodan hamal o
disediakan dan dikelela untuk menjamin ketersediaan
dala apabila terjadi kegapalan hungsi data utama.
(2} Pusat data cedangan scbagaimana dimaksud pada

ayot | 1] berads pada Kementeran,

Pnazal 32
Jaringan komuonikast data sebagaimana dimaksued dalam
Pasal 41 ayat (3 huwut o terdivi dani jaringan komuonikasi

data yang menghubungkan:

a. ternpat . - .
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tcmpat pelayanan Dokumen Kependitdiakan ke pusat
data Kementerian danjatau ke pusai data Dinas
Kependodukan clan Pepcalatan Sipill Kabupalen f Kota;
pusat data pada Mnas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil kabupaten/ Kota ke pusat data pada Kemend erian;
pusat  data  Kementerlan ke  pusat  dala DHoas
Kependudukan dan Pencaratan Sipil Provinst  dan
pusat data cadangarn,

gudang data Kemenlerian ke pusar data pengguna
mstanst vertikal,

udang data Linas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provins ke pusac data pengeund provinagl; dan
pudanpg data Dinas Kepeonduodubkan dan Pencatatan
Sl Kabupaten/Kota ke  pusal data  peongguna
kabupaten/ kota.

Pasal 53

Keteniuan  lebih  lanjul  menpgenai SIAK diztur dalam

Feraturan Menteri.

{1]

BALG VIIT
FEKLINDUNGAN DATA PRIBADI FENDLU DU K

Baplan Kesatu

Elemen Data Fribadi Penduduk

Pasal 54
Dara Pribwaddi Penduduk yang harus dilindungl memuaat;

a.  keteranpgan lenlang cacat sl dan/atau mental;

b. sidik jari . . .
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I, sulik jari;

£, iTES IIdka;

d. tanda tanpan; dan

€.  elemen  data binnyva yang  morupakan  alb
SESCUTHILE.

Ferhndungan Data Pribadi Penducduk  sebagaimana

dimabksud pada avat {1] s perlindungan pads hak

akses ke basis Data Kependudukan dan perbindungan

atas kerahasiaan data vang duatur sesual dengan

ketentuan peraturan perardang-undoangan.

Elernen <ata lainnya schagmimana dimaksud pada

ayat (1) burul ¢ merapakan unsur data dar peristiva

penting tertentu yang tidak boelebh diketahon orang lain

kecuals diteriukan  lain sesual denpan ketentuan

peraluran perundang-undangan.

Peristiwa  penting  tertentu sebapaimana  Jdirnakesud

pada avat (3) meliputa

a. ahak yvaog lahir Gdak dikctabunl asal vsul orang
(IEETATEY

k. perubahan jemis kelamin,

c. anak yang terlabic dan hubungan di luar ikatan

perkawinan; atau

d.  peristiwa penling lainnyva yang ditetapkan oleh

Menter.

Bagian Kedua . . .



(1]

{2]

(L

(<)

%‘;%* :

==

“=

PRES%IDEM:
EEPUBELIKN IMNDOQMNESIA

.47 .

Baman Kedua
Penyimpanan Data Pribadi Penchiduk

Pasal 25

Data Pribadn . Penduduk wvang hams  dilindungy
sebagaimuna  dimaksud dalam Pasal 534 avat (1}
disimpan pada  basis data  Kementerian, DDinas
Eependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan
Dinas  Kependudukan  dan Pencalatan  Sipil
Kabupatern/ Kota.

Data Pribach Perwliduk padn basis data sebagaimana
dimaksud  pada ayar [1] dikelola scbagai bahan

informast kependudukan.

Dapan Keliva
Tara Cara Memperoleh dan Menggunakan
Data Pnbadi Penduduk

FPasal 56

Untuk  memperoleh Data Pribadi Pencuduk,

kementenian/lembaga  dan badan hukum  [ndoncsia

harus mendapackan perseluyjusn dari Menterd,
pubernur, atag bupat S wali kola sesual dengan linglup
data yanpg diperlukan.

Cata  Pribadl Peonduduk  dapart diperoleh denean

Ketentuat:

a. kementerign/lembaga dan Baran Fuurbeador
Ihdomesia mengajukan perroohonan Kepada
WMentert, guabernur, atau bupati/wali kola Jdengan
menyertgkan maksud dan tujuan  pengpLnaan
Dala Pribadl Penduduk;

b Menteri . ..



i3]

()

-

* )

&_’n\:’*—-".

PRESICIEM
REPUEBLIE IMNCOMES] &

_43 -

Menteri, pubernur,  alag hoapati/wali kota
melakukan seleksi untuk menentukan pemberian
persetyuan; dan

pemberian Data Pribadi Pendoduok dilaksanakan
seaual dengan persctujuan yvang diberikan

Menter, gubernur, atau bupati/wall kota,

Data Pribadi Penduduk yang dipercleh sebagaimana
dimaksud peca wyal (1) hanya dapar digunakan sesuai
keperluan sebagaimana lerluang dalam persetijuan.

Untuk kepentingan keamanan negara dan ponegakan
hukum, Data Pribadi Pencduduk yene harus dilindungt

hanya dapat diakses dengan persefujaan dar Menter.

Pasal 57

Relentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Trata Pribadi

Penduduk diatur dalam Peraturan Meontert.

{1]

GAE TX

SANKSE ADMINSTRATIF

Pasal 58

Kementerian/ lembaga dan badan hukum  [ndonesia
vang memperaleh Thla Pobadl Penduduk atau Dats

Expondudukan dilarang:

roenpgpinakan Data Pribads Penduduk atag Dals
hependudukan melampaul batas kewenangannys,

Ak

b. menjadikan . .
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b. menadikan Dala Pribadi Penduduk atau Dara
hependudukan sebagal baban anformasi palibik
sebelum mendapat persetujuan daci Menler.

Pelanggaran ketentuan sebapaimana dimaksud pada

ayar (1]  dikenai  sanlesi wdmimistracl berupa

pencabutan hak akses penggunza, pemusnahan data
vang sudah dhakses, dan denda admunistratil’ sebesar

Ep 142.000.000,000,00 {scpulul miliar rupah).

E&#lenlludn mMengenal tatd cara  pengenasan sanksi

admnustrati! scbagawnana dimaksud pada avat {2

diatur dalam PFeratiran Wenteri yang  ditetaplan

setelab clikoordinasikan dengan kementerian  eknis

terkait.

BAB X
PELAFORAM

Pasal] 9
Fenyelengearoon Uresan Admimistrast Kependudukan
dilapurkan sevara begenjang sesuva dengan susundn
pemenintahan,
Laporan  schapaimana dimaksul pada ayac {1

disampalkan secara berleala kepada Menteri,

Puasal b}
BMentert mengoordimasikan pelaporan penyelenppraraan
urisan Adminisiras kependudukan flengan
menterf kepala lembaga torkait.
Metiernn melaporkan  hasil koordinasi  sebagaimans

timaksad pada avat (1] kepada Presiden.

Pasal &1 . ..
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Pasal &1

Ketentuan lehih lanjul mengenad tata cara  pelaprEn

penyelenpgaraan  urusan  Admimstrazy  Kependudukan

tiatur dalam Peraturan Menteri.

[1]

(2]

[}

BAB Xi
FEMBINAAN DAN PENGAWAISAN

Pasal 02
Mentcri, gubernue, dan bupatif wali kota scsuai dengan
limgkup keweanangan melakuloan pembinaatt
penvelengraraan urusan Administrasi Kependudukan
melalui:
a3, HUpErvis);
I, advokas;
€. pemantauan;
d. evaluasi: dan
. Dbentuk pembinaan lainnyva.
Jelain melakukan pembinaan sebapaimana dimaksud
pada avat {1). Mcnteri melakukan pembinaan techadap
penyclenggaraan urusan Administrasi Kependudulkan
di lmar wilayvah Megara Kesaluan Republik [Indonesia
erkoordinasi denpan kementerarn VAng
menyelenggarakan  urusan pemerintahan i bidang
hubungan luar negeri.
Supcrvisi, edvokasl, dan pemantauan sehapaimdna
dimaksud pada ayat [1] huruf o, hural b, dan hurul o
dilakukan untuk kelancaran ponyvelenpgaraan urusan
Administrasi Kependudukan,

(4] Bvaluas .
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Evalias sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hurol d
dilakukan SETHTH, berkesinambungan untuk
peningkatan  penyelengeargan  arusan  Administrasi
topcndudukan dan pengembangan SIAK,

Bentuk pembinaan lainnva  sebagaimana  dimaksud
pada ayat [1| hurul e dilakukan sesusi dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan vang
mengatur  mengenal  pembingan  dan pengawasan

ponyclengearaan pemenntahan daerah.

Pagul 3
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan
lingkup kewenanpan melaklikan pCOgawasan
prnvelenggaraan urusan Adminisirasi kependoudukan.
Menieri  melakukan  pengawasan  penvelerggaraan
uruzan Adomiizlrasy Kependudukan di lwar wilayvah
Negara Kesatuan Republik Indonesia  berkoordinasi
denpan kemenferian yang menyvelengparalean urusan
pemicrintahan di bidang, hubungan luar negeri.
Dalam  peclaksanaan penpawasan  scbapaimana
dimaksud pada avat (1) dan =amvat (2], Menoterd,
pubernur, dan bupati/weali kota melakuksn:
a. rapal konrdinasi;
b. pencepahan; dan

.. tndakan koreksi.

[} Penpawasan .
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Pongawasan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
melhiputt pengewsasan terhadap data pada basis data,
pemanfaalun Data Kependudukan, dan swmber dava
manusia vang melaksanaolkan urusan Admunistrast

Keprendudulkan.

IP'asal &4

Pembinaan dan pengawasan penyelengearasn  urusan

Administras: Kependudukan SECHTH nasional

dikoordinasikan aleh Merleri.

Pasal 65

Ketenibuyan lebih lanjut mengenar tarta cara permbinazn

dan pocngawasan penyelengparaan drssen Administrasi

Kependudukan diatur dalam Peraturan Mentect,

i1

(<]

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pazal B

Urusen Adminmistrasi Keperndudukan di
kablupaten/keta  dalam  wilayah  Provinst  Daerah
Khusus |bu Kota Jakarta diselengearakan elech Dinas
Kcpendudulkan dan Pencatatan Sipil Provins.

Dalatm penyelengearaan urusaln Admunsiras:
Kependudukan i kabupaten/kota  sebapaimans
dimaksud  pada  avat [1] dibentuk  Suky  [Hnas
Eependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota
sesual  dengan  ketecntuan  peraturan perundang-
undangan.

13 helentuan ., ..
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3] Ketentuan TCILECTLE kewenangan Dihas
Lependidukan dan Pencatalan Sipill kabupalcn/Kota
scbapaimana dimaksud dalarm Perafuran Pemerintah
i berlaku mulalis mutandis terhadap kewenangat
Dinas Kependudukan dan Pencalacan Sipll Proviosi
Daerah Khusua [bu Kota Jakarta.

(4} Ketentuan  mengenal kewenangan  UFPT Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Koa
sebageimana dimaksid dalam Peraturan Pemcrintah
i berlaku mutatiz mutandis terhadap kewenangan
Suku DHnas Kependudukan dan Pencatatan Syl
Fabupaten/Kota di Provinst Daerah Khusus [ha Koy,

Jalktarta,

BAB X1
RETEMTLIAN PERALIHAM

Fasal &7
Fada saat Peraturan Pemerintah inn mulal berlakua, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten fKota vang
telah menyelenggarakan LIFISATL Admmistrasi
Kependudukan di kecamatan tefap menjalankan ugasnya
sampal dengan terbentuknys UPT Dinas Kepondudukan
dan  Pencalatan Sipll KabupatenKota  berdasarkan

ketentuan dalam Peratucan Pemerinlah o

BAB X1V ...
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BAB XKV

KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 63

Fada saatl Peraturan Pemerintaby ioi miglgn betlaku, semus
peraturan  pelaksanasan  Jan Peraturan Pemenntah
Morwer 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Lowdang Nomoer 23 Tahun 2006 tentang Adminisrrasi
Kependudukan  (Lembaran  Megara  Eepublblk  Indonesia
Tahun 2007 MNomor 80, Tambahan Lembwran Negars
Republik Indoncsia Nomor 4737} sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemenintah Newneore 102 Tahun 2012
tentang Porubaban atas Peraluran Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Mormor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepondudulkan
([Lembaran  Megara  Republik  Indoncsia  Tahun 2012
Momor 263, Tambahan Leombaran Megara Republik
Indonesia Nomaor 5373 dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak Derlentangan denpan kerentuan dalam  Peraturan

Femerititab .

Pas=al &2 . _ .
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Pasal &9

Pada saar Peraluren  Pemerinlah  ind mulai berlaku,
Feraturan Pemerintah Nomor 3¥ Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang  Moruwr 23 Tahun 2006
terdang  Adminisirast Kependudukan (Lembaran Negara
Fepublik Indeonesia Tahun 2007 Momer 20, Tambahan
Lembaran Megara Repullik  Indonesia Nomor 4737
sehagaimang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 102 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerinlabh Noemor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undanpg-Undang MNemor 23 Tabun 208 lentang
Administrasi Kependudukan [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indenesia Nomor S373) dicabut dan

dinvatakan idak berlakua.

[*azal 70

Perawran Pemetrintah ini anulai berlaku pada tangeal

divmdangkan.

Ayar
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Agar  sotinp  oprapng | mengetahuinya, memerintahkan

petigundangan  Peraturan Pemenntah

penempatannyd dalamm Lembaran Megara

Indooesia.

Ditetapkan di Jakarta
peda tanggal 211 Mei 2019

Repubhk

PEESICEN REFUBLIK INDONESIA,

tud.

JOKO WIDODO
Ciundanghkan di Jakarta

pada tanggal 24 Me 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANLUISIA
REPUBLIK INDONESIA,

tid.

YASONNA H, LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INLHONESIA TAHUN 2019 NOMOR 102

Salinan sesual dengan ashinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFUBLIK [NDONESIA
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PEM.JELASAN
ATAS
PERATUERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDUONER]A
HOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
FELAKSANAAN UNDANG-UINTIANG NOMOR 23 TAHDN 20086 TENTAN
ADMINISTRAS[ REPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAEI
DENGAN TINDANG-UNDANG NOMOR 249 TAHUN 20153 TENTANG
PEREUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUNURAN

MU

Perubahath Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tenlang
Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Momaor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Taehan 2006
temilang  Administrast hependudukan  merupakan  perubshan yanp
mendasar 1 bidang Administrasi Keperdudukan, dengan tujuan utama
untuk meningkatkan efekuvitas pelavanan Administrast Kependudukan
kepada masyvarakal, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan
kerunggalan NIK.

Dengan  berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Undang-Undang Namaor 23 Tahun 2006 tentang
Administrast  Kependudukan  Jdan untuk memcnuhi kebutuhan
masyarakat di bidang pelavanan Adminisitasi Kependudukan, Peraturan
Pemenintabh Momor 37 Tahun 2007 {enwang Polaksanaan Undaog-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentanyg Administrasi Kependudukat

sebagaimana . . .
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sebagaimana telah divbah  dengan Peraturan Pemerintah Nomer 102
Tahun 2011 ientang  Perillmban z@las Persturan Pemerineah
Tahun 2007 lentang  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 22
Tahun 2006 wentang Admmistrasi Kependuduken sudah fidak sesuni
laygn sehingga porla digantt.

Feraturan Pomerintah ind mengarur meongens] penyvelengearasn
kewecnangan wrusan Adminizstresi Kependudukan di Pemerintah 1Pusat
dan Pemerintah Daerah, MNIK, cdokumen identictas lainava, KTP-el
khusus, pendaliaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan
bagi penghayal kepercayvaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, S[IAK,
perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratil, pelaporan,
pembinaan dan  pengawasan  serta penyelengparasn  Administrasi

Kependudukan di wilavah Provinsi Dacrabh Khusus [bu Kata Jakarea.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Gtk jelas,
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Culiup pelay.

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal & . ..
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Pasal 5
Cukup jelas.
FPasal &
Hurul a
Cukup |elas.
Hurul b

Tang dimaksid dengan “sosializasi Administrasi
kependudukan™ antara lain sosializasi iklan  layanan
masvarakal melalul media cetak dan eleltronik.

Hunif ¢
Culoup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
FPasal 7

Cukup jclas.
Paszal 8
Cukup jelas.
Fasal ©
Ayal (1)
Hurul a
Cukup jelas.

Hurat 1 ...



ey

PRESINFTM
REFUBLIR IHNDOQHESIA

-3-

Hurmal Iz

ClLikup jelas,
Huruf ¢

Cukup jalas.
Hururl 4

Cukup jelas.
Hurul ¢

Yang dimaksud  dengan “surat keterangan
kependudukan™ adalah:
a. sural leterangan puadah;

I, sural keterangan pindah datang:

G. surat keterangan pindah ke luar oeper;
d. surat keterangan datang daci Waer neeeri;
c. surat keterangan tempal linggal;

f. surat kelerangan kelahiran;

. surat kelerangan lahir mati:

h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
1. surat kelcrangan pembatalan percerai=n;
J-  surat keterangan kemaliang

k. surat keteranguan pengangkalan anak;

I surat keterangan pelepasan kewdrganegaraan

Indonesia;
m. surat keterangan penpuanti tanda identitas; dan
n. surat keterangan pencatalan sipil,

Axar (4. ..
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Avat [2)
Cukup jelas.
Pasal 1D
Avat [1}
Cukup jelas.
Avat [2}
Cukup jelas.
Avwal [3]
Cubiupr jelax.
Ayat (4]
Culiup jelas,
Byat {3
Cukup jclas.
Avat (]

Yang dimaksud dengan “data balikan™ adalah data hasil

pelavanun dan pengguna untuk memperkaya ! melengkap

Data Kependudukan, mizalnya:

a. mendapalkan Nomor  Pokok  Wajib Pajak dari
Direltorat Jenderai Pajak;

b, mendapatkan nomor surat filang dan nomor Surat lzin
Mengemudi dan Kepelisian Negara Repuhlik Inclonesia;
dan

c. mendapackan nomor identitas tungzal peserta jaminan
keschatan darl Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesshata.

Pasal 11 .,



Fasal 11

Cubkup jelas,

Pasal 12

Cukup jelas.

Fasal 13

Cualun jelas.

Pausul 14

Cuknp jclas.

Fasal 15

Cukup jelas.

FPasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Faszal 18

Cubolpe pelay,

Pasal 17

Cubkup jelas,

Pazsal 20

Cukup jclas.

Pasal 21

Cukup jclas.

&
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Pasal 22 ...
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Pasal 22

Cukup jclas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Prazal 24

Cukup jclas,

Pasal 25
Avat [1)
Cuboup jelas,
Aval {2}
Ketentuan ind dimaksodkan aniuk mewwjudkan  tertib
Administras) Kependudukan secara nasional dan terpadu
dan jaminan perlindunpan Deta Kependudukan  dan
Dokumen Kepeodudukan sccara torus mencrus  dan
teriniegrasi,
Avat (3)
Cukup jclas.
Pazxal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup pelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Frasal 29 . .
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Pasal 29

ukup jelas.
Fazal 50

Cukup julas,
Pusal] 31

Cukup jclas.
Paszal 32

Cukup jelas.
Faszal 33

Cubup julas,
Fasal 34
Ayat 1]
Cubkup jelas,
Ayal 2]
Cukup jclas.

Arak |3

Yang dimaksud dengan "dokumen identitas dii® antara
latn  surat wleniilas  pilot, kartu advokat, dao surat
itlentitas proules] lainnya.

Yanp dimaksud dengan “bukts kepemilikan™ antara lain
dokuamen perjalanan, Nomwor Pokok Wagnb Pajak, polis
asuransl, scritfikat hak atas tanab, Syrat lzin Mengemoudi,
Buku Kepemilikan Kendaraan Bermowr, ijazabh sekolah
mencngah umum  atau vane  sedergjat, dan  ijazah
perguruan tinggi.

llasal 35 . ..
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Paxal 35
Avar 1)

Yang dimaksud dengan “lugas keamanan negacra™ adalah
tugas vang dipalankan nleh teserse atau mtelijen |petugas
rahasia) dan Tentara MNasional Indonesia,  Kepolisian
Megara Eepublik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara
Ecpublik Indoneszia berdasarkan perinlah kepala alao

pimpmnan  sesuai Keremluan  peraturan perundang

unclanggan.

Avat |2]

Cadoup jelas,
Aval {3]

Cukup jelas.
Avat (4]

Cubkugp jelas,
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Fasal 38

Cukup jelas.
Pazal 349

Culkiup jelas.

Fasal 40 . ..



Piasal 40

Cukup jelas.

Fasal 41

Cakup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Fasal 43

Cukup jelas,
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
FPazsal 46

Culiup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 4R

Cukup Jelas,
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Pounl 49 . .



Fasal 49

Cukup jelas.

Paszal &0

Cukup jclas,

Pazal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas,

Pasal 53

Cukup jelas.

Fasal 54

Cubope jelas,

Pasual 35

Cukup jelas.

Pasul 36

Cukup jelas.

Pasal 57

Culup jelas.

PRESIDERM
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Pasal 38 . ..



Fasal 55

Aval (1)
Huruf

Hurual

Avat [2}

ok
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f
Yang dimaksud dengan “melampaui batas

kewcnangan™ adalah menggunakan kewcnangannva
untulkk kepenlingan pribad) atau kepentingan lain
vang tidak scsual dengan  tupuan pemnmbaerian
kewenangan sebapgaimana diafur dalam ketontuan
poraturan perundang-undangan,

b

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Aoal 3]

Cukup jelas.

Fasal 59

Cukup jelas.

Fasal &

Cukup jclas.

Paxzl &

Cukup jolas.

Pagal &2

Cukup jclas.

FPasal 63 .,
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Pasul 63

Cukup jolas.
Pazal H4

Cubovpr jelas.
Pasal 62

Culoap jelas.
Fasal 6&

Cukup jelas.
Pasal &7

Cukup jelas.
Pasal &S

Cukup jelas.
Fasal 69

Cukup jelas.
Pasal 704

Cubup jelas,

TAMBAHAMN LEMBARAN NEGARA REPURLIK [NDONESIA NOMOR £354



